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ABSTRAK 
  

 

Perkawinan adalah salah satu proses kehidupan manusia yang diatur dalam Pasal 
28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan diatur pula pada Pasal 10 UU HAM, yang 
menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah. Pemeluk Kepercayaan terhadap Tuhan 
YME,  eksistensinya dilindungi oleh Pasal 28E  ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa 
negara mengakui kebebasan meyakini keyakinan sesuai dengan hati nuraninya, 
tanpa terkecuali termasuk di dalamnya adalah Penghayat Kepercayaan. Perkawinan 
yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan diatur dan dilindungi dalam UU 
Adminduk dan Peraturan Pemerintah pelaksananya, namun tidak diakomodir dalam 
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan lex specialis dari 
peraturan yang mengatur tentang Perkawinan di Indonesia. Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 hadir memberikan solusi dan perlindungan 
hukum bagi Penghayat Kepercayaan atas pengaturan hukum administratif yang 
belum sepenuhnya melindungi dari keberadaan pemeluk Kepercayaan terhadap 
Tuhan YME.  Penelitian ini menggunakan metode  penelitian hukum normative 
yang obyek utama adalah substansi hukum atas perlindunga hukum bagi Penghayat 
Kepercayaan atas dasar pengakuan Kepercayaan sesuai amanat UUD NRI 
Tahun1945, akibat kekuranglengkapan norma (incomplete norm) dan penafsiran 
eksklusif makna kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “dan kepercayaannya itu”. 
Penelitian ini  juga diharapkan mampu  memberikan pemahaman kepada para 
stakeholder terkait Keabsahan Perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat 
Kepercayaan dan memberi perlindungan hukum secara adminstratif kepada 
Penghayat Kepercayaan, serta dapat memberi edukasi kepada para pihak terkait. 
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penghayat Kepercayaan, Perkawinan, 
Hukum Administrasi 
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ABSTRACT 
 

Marriage is one of the processes of human life as regulated in Article 28B paragraph 
(1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is also regulated in 
Article 10 of the Human Rights Law, which states that everyone has the right to 
form a family and continue offspring through legal marriage. Believers of belief in 
God Almighty, their existence is protected by Article 28E paragraph (1) and Article 
29 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of 
Indonesia that the state recognizes freedom to believe in beliefs according to their 
conscience, without exception including the followers. Trust. Marriages conducted 
by Believers are regulated and protected in the Adminduk Law and the 
implementing Government Regulations, but are not accommodated in Law Number 
1 of 1974 concerning Marriage which is the lex specialis of the regulations 
governing Marriage in Indonesia. The Constitutional Court Decision Number 97 / 
PUU-XIV / 2016 provides legal solutions and protection for Believers for 
administrative legal arrangements that have not fully protected the existence of 
believers in the Almighty God. This study uses a normative legal research method 
whose main object is the legal substance of legal protection for Believers on the 
basis of recognition of belief according to the mandate of the 1945 NRI 
Constitution, due tonormsincomplete and exclusive interpretation of the meaning 
of the words "God Almighty" and "and trust that ". This research is also expected 
to be able to provide an understanding to stakeholders regarding the validity of 
marriages conducted by Believers and provide administrative legal protection to 
Believers, as well as to provide education to related parties. 
Keywords : Legal Protection, Beliefer, Marriage, Law of Administration 
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MOTTO 
 
 

 
 “Terima siapa dirimu, kelebihanmu, kekuranganmu, dan lakukan yang 

terbaik yang kamu bisa” 
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